
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN 
NOMOR PER- 6 /PB/2018 

TENTANG 

TATA CARA PENGGABUNGAN BEBERAPA KEGIATAN, OUTPUT, DAN LOI<ASI 
DALAM PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGGANTIAN UANG 

PERSEDIAAN, PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIMN, DAN 
SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG KE BENDAHARA PENGELUARAN 

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, 

Menimbang _ a . bahwa dalam rangka simplifikasi penerbitan Surat Perintah 
Membayar dan efisiensi pembayaran tagihan, perlu 
dilakukan penggabungan beberapa kegiatan, output, dan 
lokasi dalam 1 (satu) surat perintah membayar; 

Mengingat 

Menetapkan 

b. bahwa penggabungan beberapa kegiatan, output, dan lokasi 
dalam 1 (satu) Surat Perintah Membayar terse but telah 
difasilitasi melalui sistem aplikasi dan perlu disampaikan 
kepada kuasa pengguna anggaran pada satuan kerja untuk 
menjadi pedoman dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara 
Penggabungan Beberapa Kegiatan, Output, dan Lokasi Dalam 
Penerbitan Surat Perintah Membayar Penggantian Uang 
Persediaan, Pertanggungjawaban Tambahan Uang 
Persediaan, dan Surat Perintah Membayar Langsung ke 
Bendahara Pengeluaran; 

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191); 

2 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2017 
ten tang Pelaksanaan Piloting Penerapan Tanda Tangan 
Elektronik Dan Penyampaian Dokumen Elektronik Melalui 
Aplikasi Surat Perintah Membayar Elektronik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1702); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN 
TENTANG TATA CARA PENGGABUNGAN BEBERAPA 
KEGIATAN , OUTPUT, DAN LOKASI DALAM PENERBITAN 
SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGGANTIAN UANG 
PERSEDlAAN, PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG 
PERSEDlAAN, DAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG 
KE BENDAHARA PENGELUARAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasa! 1 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 

1. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat 
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat 
Pembuat Komitmen yang berisi permintaan pembayaran 
tagihan kepada negara. 

2. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda 
Tangan Surat Perintah Membayar untuk mencairkan dana 
yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
(DIPA) 

3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK 
adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan Pengguna 
Anggaran (PA)/Kuasa PA (KPA) untuk mengambil 
keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan 
pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Negara (APBN) . 

4 Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang 
selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi 
kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas 
permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah 
pembayaran 

5 Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan 
yang selanjutnya disebut SPM-GUP adalah SPM yang 
diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DlPA, yang 
dananya dipergunakan untuk menggantikan uang 
persediaan yang telah digunakan. 

6 . Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan 
Nihil yang selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil ada!ah SPM 
yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban 
uang persediaan pada akhir tahun anggaran. 

7. Surat Perintah Membayar Pertanggungjawaban Tambahan 
Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-PTUP 
adalah SPM yang diterbitkan oleh PPSPM yang membebani 
DIPA sebagai pertanggungjawaban atas tambahan uang 
persediaan yang digunakan. 

8. Surat Perintah Membayar Langsung kepada Bendahara 
Pengeluaran yang selanjutnya disebut SPM-LS ke 
Bendahara Pengeluaran adalah SPM yang diterbitkan olch 
PPSPM untuk mencairkan dana atas beban DlPA, dalam 
rangka pembayaran langsung kepada Bendahara 
Pengeluaran. 

9 Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit 
organisasi lini kementerian negara/lembaga at au unit 
organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan 
kementerian negara/lembaga dan memiliki kewenangan 
dan tanggungjawab penggunaan anggaran. 

10. Sistem Aplikasi Satker yang selanjutnya disebut Aplikasi 
SAS adalah aplikasi berbasis desktop yang dibuat oleh 
Direktorat Jenderal Perbendahaan yang digunakan sebag~ 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 3 -

sarana membuat SPP dan SPM dalam rangka pembayaran 
atas beban DIPA. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal2 

(1) Peraturan Direktur Jenderal Inl mengatur mengenai 
penggabungan beberapa kegiatan, output, dan lokasi dalam 
penerbi tan SPM: 

a. SPM-GUPj GUP Nihil; 

b. SPM-PTUP;dan 

c. SPM-LS ke Bendahara Pengeluaran. 

(2) Tata cara penggabungan beberapa kegiatan, output, dan 
lokasi dalam penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikecualikan terhadap: 

a . SPM yang diterbitkan melalui Sistem Aplikasi 
Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI); dan 

b. SPM yang diterbitkan dalam rangka pencairan dana 
DIPA atas beban Bagian Anggaran Bendahara Umum 
Negara (BA BUN) . 

BAB III 

PENGGABUNGAN BEBERAPA KEGIATAN, OUTPUT, DAN LOKASI DALAM 
PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR 

Pasal3 

(1) Dalam rangka pembayaran atas tagihan kepada Negara, 1 
(satu) SPP dapat diterbitkan oleh PPK untuk menampung 
beberapa kegiatan, output, dan lokasi yang berbeda 
sepanjang jenis belanja sama. 

(2) Berdasarkan SPP yang disampaikan oleh PPK, 1 (satu) SPM 
dapat diterbitkan oleh PPSPM untuk beberapa kegiatan, 
output, dan lokasi yang berbeda sepanjang jenis belanja 
sarna. 

(3) Kegiatan, output dan lokasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) dan ayat (2) merupakan bagian dari klasifikasi 
belanja yang tercantum dalam DIPA. 

Pasal4 

(1) SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 
diterbitkan per jenis belanja. 

(2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai 
formal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratura~ 
Direktur Jenderal ini. ' / 
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Pasal 5 

SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan SPM 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diterbilkan 
menggunakan Aplikasi SAS versi terakhir yang disediakan oleh 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

BABlV 

PENERAPAN TANDA TANGAN 8L8KTRONIK PADA DOI<UMEN ELET<TRON1T< 
SURAT PERINTAH MEMBAYAR 

Pasal6 

(1) Dalam hal PPSPM telah menerapkan tanda tangan secara 
elektronik. SPM diterbitkan dalam bentuk dokllmen 
elektronik SPM. 

(2) SPM yang diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik 
SPM dilandatangani secara elektronik oleh PPSPM dcngan 
melakukan injeksi sertifikat elektronik pada dokllmen 
elektronik SPM. 

(3) Dokumen elektronik SPM sebagaimana dimakslld pada ayal 
(1) dihasilkan dari Aplikasi SAS yang terdiri dari: 

a Arsip Dala Komputer (ADK) SPM; 

b. Dokumen SPM; dan 

c. Lampiran dokumen SPM . 

(4) Dalam hal terdapat lampiran dokumen SPM tidak dihasilkan 
dari Aplikasi SAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
lampiran dokumen SPM dimaksud merupakan hasil scan 
dari hardcopy dokumen yang ditandatangani oleh pcjabat 
yang berwenang dan ditandatangani secara eleklronik oleh 
PPSPM sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) . 

BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasa! 7 

PeratUl"an Direktur Jenderal 1111 mulai ber!aku pada tanggal 
ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 14 M.i 2018 

ENDERAL PERBENDAHARAAN, 

o HARJOWlRYONO ~ 
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LAM PI RAN 
PERATURAN DIREJ\TUR Jfo.:NDERAL PERBENU;\ · 'i!". \ \', 
NOMOR P~R· 6/P9/2018 TENTANG TATA CnR. "'.'. ", . . :.\:' 
BEBERAPA KEGIATAN. OtrrpUT DAN LQKASI )),\;, '\ ' 1 1·Y. ... t:1'I r iT; 
SURAT PE;RINTAH MEMBAYAR PENGOANTIA" U· \ ~i ti Pf(RS \\\ 
P&RTANOOUNGJAWABAN TAMBAHA~ UANe ! ' i';- " ~;J.it \ ~~. Dh. ... 
SURAT PERINTAH ME~I3AYAR LANGSU:'\(, In. 11 \ ' \ 1t.1, 

P&NOELUARAN 

FORMAT SPM-GUP/PTUP/LS KE BENDAHARA PENGELUARAN 

KEHEIlIDUAN/lDfBAGA •••.• (I) 

SURAT PERINTAH HEHBAYAR 
Tanggal: .... (2) HORlor: (3) 

Ku.ts. Bendoih.r .. Umum Neg.u' .. K.ntot P'eti:l'/olrwn Perbendahilrddn N~ .. (4) _ _ (XXX) 

~ mel..kUtan pemt,.,y.r 4f1 wjum~h Rp. (s) 
.... DH .. t (6) 

loris 5PH , , (7) Cw. a..ylilr i' .. (s) T dhun Angg..r ..... : _00 (9) 

O.&lr PemDdy"'-df'L ""'"" '''''''''''9''" ..... s..tlo< 
. (10) )()(J()()(J( XX =(11) 

Fung!il,~8A Uri< 8oIon 1 Progcam 
=~ 0- '" ,"- "'. (12) 
Keqi.tdn, Outp,A.. lokasi 
=,. m. "'''' (13) 
Jenis PembayCll'iln ' 8 .. .. -............. ~ .. ) 
Slat Pembdy"roin '. ...... ..... . .. . . ~IS) 
$umber Oitf\JC.rd Pwwn'lwrt , .... . .. J . .... ~16) 
Nomor Register :~ (17 

PENGEllJARAN POroNGAN 

loris SeWn;' lumlah U",ng IWUnit Es lII.oI<.sVAku\ls..tI<>r lIJmIah u.ng 

JOOO(l()( (18) lOOOOO< (19 I )()(J()()(J( {><ll =(Zll 

.kJmlah PengeluarMl 1211 
lIJmIah __ 

(23) 

[l)f\ (24) 

..... d.. , .-.. - ._- (2Sl 
NOWP , _ (2. 
Rekenirog 1 •• _.- . __ • (27) 
e.oJ<IPo< 1 _ __ - (28) ..- , ___ . (29) 

• s.:.m.a ~b..CIl ~n ~'P'Q 0-'''01" "'=:;It....: ~ );g".,.,..., IDa'! 
_ ....... _ .... _ ................ (JO) 

dUJ II.1ll dl~"'n..........,ll'.4por;v.-, \S111:*()"","bn ~ ~ A.n. ~PenggUIl.t~.." 
I:d»n ""lIN. _f1).1;n~ b\.kll~ ~OCv~"" d~..(I ()lilImpr c»n Pej,ilbc.! Penand.t T ~ SPM 
ctQblU'l""" DIdl F'r)IQ:n ~n,)I" sPH • 

• rolb::n.ran~nc»ntll~tI':<tl.I;ln.Q~9to\rj~trQllln" 

~b~/'IIt~~ 

UJJlrn~ mUUllil1 .. (11) 

4066714294-4 ..... (33) 
=. ____ ._ ... (32) 
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NO 
( 1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
(6) 
(7) 

(8) 

(9) 
( 10) 

( 11) 

(12) 

( 13) 

PETUN,JUK PENGISIAN 
SURAT PERINTAH MEMBAYAR 

URAIAN ISIAN 

Diisi uraian nama Kementerian/Lemba1fa 
Diisi tanggal SPM dengan konfigurasi : dua digit hari/dua digit bulan/empat 
digittahun(dd/mmlvvvy~'I __ ~ __ ~ ____ ~~ ________________ ~~~ 
Diisi nom or SPM dengan konfigurasi enam digit pertama secara otomatis diisi 
nomor urut oleh aplikasi dan dapat ditambahkan isian konfigurasi penomoran 
sesuai ketentuan van a berlaku oada masing-masing satker 
Diisi uraian KPPN Pembayar dan diikuti dengan kode KPPN sesuai tabel 
referensi 
Diisi dengan angka sejumlah bersih yang dibayarkan 
Diisi dengan huruf seiumlah berslliYang dibayarkan 
Diisi dengan kode jenis SPM sesuai dengan tabel referensi jenis SPM yang I 
antara lain meliputi . 
01 .~ Gaji lnduk/Gaji Bulan ke-13 
02 -" Gaji Susulan/Ouji Terusan 
03 - Kekurangan Gaji/UDW/UDT/Persekot 
04 .-" Gaji Lainnya 
05 = Ganti UP 
06 - Ganti UP KP 
07 ~ Langsung 
08 ~ Dana UP 
09 Dana UP (KP) 
1 0 ~ Transfer ____ c:--:-:-::-------:-:---:-------
Diisi kode dan uraian cara bayar SPM yang meliputi: 
1 = Cek Bank: diisi apabila cara bayar menggunakan cek yang 

2 

3 

4 

5 

6 

membebani kas negara pada Bank 
= Giro Bank: diisi apabila cara bayar menggunakan pemindahbukuan 

/ transfer yang membebani kas negara pada Bank 
= Cek Pos: diisi apabiJa cara bayar menggunakan cek yang membebani 

kas negara pada Kantor Pos 
= Giro Pos: diisi apabila cara bayar menggunakan pemindahbukuan / 

transfer yang membebani kas negara pada Kantor Pos 
= Nihil: diisi apabila pcnerbitan SPM tidak menyebabkan selisih belanja 

dan pendapatan 
~ Pengesahan : diisi apabila penerbitan SPM dalam rangka pcngakuan 

atas realisasi belania dan oendaoatan 
Diisi tahun anggaran bcrkenaan .. _ - .---,-=----1 
Diisi dasar penerbitan SPM, misal: nomor UU APBN, nomor dan tanggal DIPA, 
Nomor PHLN untuk pinjaman LN atau dokumen dasar penerbitan lainnva 
Diisi kode satuan kerja (enam digit) , jenis kewenangan (dua digit), dan uraian 
satker sesuai dcngan DIPA ata u yang dipersamakan dengan DI PA dan 
dokumen lainnya yang menjadi dasar pembebanan SPM. I{husus untuk jenis I 
kewenangan, meliputi sebagai berikut: , 
KP Kantor Pusat 
I{D Kantor Daerah 
DK : Dekonsentrasi 
TP Tugas Pembantuan 
UB Urusan Bersama _ .. __ 
Diisi kode fungsi (dua digit), sub fungsi (dua digit), Bagian Anggaran (tiga digit) , 
Unit Eselon I (dua digit), Program (dua digit), sesuai dengan DIPA atau dan 
dokumen lainnya yang menjadi dasar pembebanan SPM. 
Komposisi kode fu~si , sub fungsi , Bagian Anggaran, Unit EseJon I, !'lggram. 
Diisi I<ode kegiatan , output, Jokasi, sesuai dengan DIPA dan dokumcn lai n nya 
yang menjadi dasar pembebanan SPM. 
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NO URAIAN ISIAN 

Dalam hal SPM terdiri dari beberapa kegiatan, output dan lokasi, maka kode 
I-:-:--:-:-+,-k:.;;.egiatan, output dan lokasi terse but menjadi 0000.000.00.00. 

(14) Diisi Jenis Pembayaran yang meliputi: 

(15) 

( 16) 

1 - Pengeluaran anggaran: Diisi apabila pembayaran dibebankan pada 

2 

3 

4 

5 

6 

DIPA 
Pengembalian Uang: Diisi apabila pembayaran dalam rangka 
pengembalian pendapatan negara 

- PFK (Perhitungan f?ihak Ketiga): Diisi apabila pembayaran dalam 
rangka PFK 

= Pengeluaran Transilu: Diisi apabila pembayaran dalam rangka I 
I 

UP/TUP 
= Perhitunga n Rckening Khusus: Diisi apabila pembayaran vHng 

membebani rekening khwlUS 
= Pembetulan Pembukuan. Diisi apabila penerbitan SPM dalam rangka 

koreksi pembukuan 
Diisi sifat pembayaran scsuai tabel referensi: 
I ~ Dana Uang Perscdiaan (UP): Diisi apabila penerbitan SPM dalam I 

rangka pembayaran UP 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

~ Tambahan UP (TUP): Diisi apabila penerbitan SPM dalam rangka 
pembayaran TUP 

- Penggantian UP (OUP): Diisi apabila penerbitan SPM dalam rangka 
penggantian UP 

- Pembayaran Langsung (LS): Diisi apabila penerbitan SPM dalam 
rangka pembaya ran langsung ke rekening Sendahara Pengeluaran 
a tau Pihak I\eliga 

= Nihil: diisi apabila penerbitan SPM tidak menyebabkan selisih belanja 
dan pendapatan selain SPM OUP-Nihil 

- Pertanggungjawaban TUP (PTUP): Diisi apabila penerbitan SPM 
dalam rangka perlanggungjawaban TUP 
Pengesahan : diisi apabila penerbitan SPM dalam rangka pengakllan 
a tas real i sasi be l~lj~ ~dC!::a:!.n~p~e~no.!d=aJ:Cp~a.:=ta~nC!.--::_-_=_-___:':______,=--~ 

Diisi sumber dana (SD) tcrdiri dari dua digit dan eara Penarikan (CP) terdid 
dari salu digit CP sesua i cicngan DIPA alau yang dipcrsamakan dcngan DIPA I 
dan dokumen lainnya yang mcnjadi dasar pembebanan SPM. Sumber Dana I 
(SD) antara lain melipuli . 
01 - Rupiah Murni 
02 - Pinjaman Luar Negcri 
03 - Rupiah Murni Pendamping 
04 = PNSP 
05 - Pinjaman Dalam Ncgeri 
06 ~ Sadan Layanan Umum 
07 = Stimulus 
08 = Hibah Dalam Ncgeri 
09 M Hibah Luar Negeri 
10 Hibah Langsung Dalam Negeri 
11 = Hibah Langsung Luar Negeri 
12 ~ Hibah Langsllng Sarang Dalam Negeri 
13 = Hibah Langsung Sara ng Luar Negeri 
14 - Hibah Langsung Jasa Dalam Negeri 
15 = Hibah Langsung Jasa Luar Negeri 
16 = Hibah Langsllng Surat Serharga Dalam Negeri 
17 C Hibah Langsung Sural Serharga Luar Negeri 
Cara Penarikan (CP) antara lain meliputi 
o - Rupiah Murni 
1 = Pembiayaan Pendahuluan 
2 = Pembayaran Lanasung 
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NO URAIAN ISIAN ~ 
3 - Rekening KhllSllS 

I 4 = Letter o[ Credit 
-

( 17) Oiisi nomor register piniaman/hibah (delapan digit) sesuai dengan orPA 
( 18) Oiisi kode jenis belanja (dua digit), kegiatan (em pat digit), output (tigadigit) da n 

lokasi (empat digit yang terdiri dari: dua digit provinsi dan dua digit 
kabupaten/ kota) sesuai dengan 01 PAl POK/Rencana Kerja Anggaran Satker. 
Satu SPM dapat terdiri dari beberapa kegiatan, output, dan lokasi yang berbeda 
sepanjang jenis belanja sarna. 
Oalam hal jumlah jenis bclanja , kegiatan, output dan lokasi dala m saru SPM 
tersebutlebih dari 17 bal' i~ , rnaka a kan tc rbentllk lampiran SPM yang rm:mLl<iL 
detail dari kode jenis belanjei . kegia tan, output dan lokasi, dengan tampilan 
pad a halaman p_ertama "TERLAMPIR" . - ----J 

( 19) Oiisi jumlah rupiab-'!lasi!l.g=-rn<ising akun pengeluaran 
(20) Oiisi kode Bagian Anggaran , Unit Eselon I, lokasi, akun, dan satuan kClja 

dengan ketentuan sebagaimana petunjuk pengisian potongan SPM (apabila 
terdapat potongan SPM) 

(21) Oiisi jumlah rupiah masing-masing akun potongan SPM 
(22) Oiisi iumlah seluruh pengeluaran 
(23) Oiisi iumlah rupiah seluruh potongan 
(24) Oiisi jumlah rupiah bersih Uumlah seluruh pengeluaran dikurangi jumlah 

seluruh potongan) 
(25) 1. Oiisi nama penerima pembayaran (bend ahara pengeluaran) disertai alamat 

lengkap. I 
2. Khusus untuk SPM-GUP Nihil dan SPM-PTUP diisi dengan "Benc1ahara 

Umum Negara untuk dibukukan seperlunya" 

I (26) 1. Oiisi NPWP penerima pembayaran sesuai ketentual1 perpajakan; 
2. Khusus untuk SPM-OUP Nihil dan SPM-PTUPtidak diisi. 

(27) Oiisi nomor dan nama rckcning bank/ pos yang menerima pembaya ran. 

I Khusus untuk SPM-GUP Nihil dan SPM-PTUP tidak diisi --- - . - -- ._-- ---
(28) Oiisi Bank/Pos tempat pcm bayaran dicairkan. 

f<husus unluk SPM -GUP Nihil dan SPM-PTUP tidak c1iisi 
(29) Keperluan pembayaran sesuai denganjenis SPM, misalnya: 

1. SPM OUP "Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja 
(barang/moda/! lain-lain)" 

2. SPM OUP NIHIL "PcnggaJ1tian Uang Persediaan untuk keperiuan bcianja I 
(barang/ mod a/! lain-lain)" 

3. SPM PTUP "Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk 
keperluan belanja (barang/moda/!lain-lain)". 

4. LS ke Bendahara pcngeluaran " Pembayaran bela nja 
_(pegawai/ baranq/ moda/! lain-lain) 

(30) Oiisi lokasi instansi pencrbit SPM dan tanggal penerbitan SPM 
(31 ) Oiisi nama penandatangan SPM 
(32) Oiisi NIP/NRP penandatangan SPM 
(33) Oiisi barcode hasH enkriflsi aplikasi SPM I 
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